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ABSTRAK 
Evaluasi Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional di BPKP 
  
Evaluation Performance Audit of Program Jaminan Kesehatan Nasional  
in BPKP 
 
Muhammad Sholich 
Muh. Natsir Kadir 
Syahrir 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan audit kinerja Program 
Jaminan Kesehatan Nasional. Data penelitian diperoleh melalui evaluasi 
dokumen dan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan 
penyusunan pedoman audit dan Ketua Tim audit kinerja program jaminan 
kesehatan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan audit 
kinerja program jaminan kesehatan nasional telah sesuai pedoman audit kecuali 
pada poin sistem pengendalian intern, perencanaan pengujian kepatutan dan 
pada kompetensi auditor. 
 
Kata kunci: audit, audit kinerja, audit program, perencanaan audit, program 
jaminan kesehatan nasional.  
 
ABSTRACT 
 
This research planned aims to evaluate the audit planning for Program Jaminan 
Kesehatan Nasional. The research data will be gathered evaluation of documents 
and interviewing on the related party who have contribution in preparation of 
guidelines for audit and performance audit team leader of Program Jaminan 
Kesehatan Nasional. The results showed that the performance audit planning 
national health insurance program has appropriate auditing guidelines except at 
the point of internal control system, abuse test planning and the competence of 
auditors. 
 
Keword: audit, performance audit, program audit, audit planning, Program 
Jaminan Kesehatan Nasional. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Indonesia mempunyai program program penting yang tercantum pada 
RPJMN 2015-2019, contohnya program Indonesia Sehat, yang merupakan dasar 
program jaminan kesehatan nasional, pada RPJMN 2015-2019 adalah 
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan 
finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-
2019 terkait Jaminan Kesehatan Nasional adalah: (1) meningkatnya status 
kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) 
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama 
di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan 
pelayanan  kesehatan  universal  melalui  Kartu  Indonesia  Sehat  dan kualitas 
pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, 
obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan 
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu 
paradigma sehat:  
a. pilar paradigma sehat  
b. penguatan pelayanan kesehatan 
c. jaminan kesehatan nasional. 
Program Jaminan Kesehatan nasional merupakan salah satu pilar 
penting dari Program Indonesia sehat untuk mencapai enam sasaran kesehatan 
di Indonesia. Untuk menjamin keberhasilan dari Program Jaminan  
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Kesehatan Nasional, maka Badan Pengawasan Keuangan mendapatkan 
mandat dari pemerintah untuk melakukan audit kinerja Program Jaminan 
Kesehatan Nasional. 
Audit Efektifitas/Program pada sebuah organisasi bukan merupakan hal 
baru, bahkan hal ini telah lama diterapkan pada organisasi pemerintah seperti 
BPK dan BPKP. BPKP dalam melakukan audit kinerja, khususnya Audit Kinerja 
Jaminan Kesehatan Nasional, mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah 
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 
Dalam audit efektifitas selalu melalui beberapa langkah. Menurut bastian 
(2011:4) membagi langkah langkah dalam proses audit sebagai berikut. 
a. Perencanaan 
Menurut Robertson dan Davis (1985:192) menggambarkan perencanaan 
audit sebagai berikut: 
”Audit planning involves developed an overall audit strategy for the 
conduct, organization and staffing of the audit. The nature, timing, and extend of 
planning vary by characteristics the company being audited and the auditor’s 
experience with that company. Certainly the planning of the audit of new client is 
ordinarily more difficult. But, for all audits, planning begins very early in process 
and iterative in that it continuous throughout the audit as auditor’s modify planned 
procedures in response to circumstances identified throughout the audit” 
b. Pelaksanaan 
Menurut Standar Audit Internal Pemerintan Indonesia nomor 3300 
mengenai pelaksanaan audit internal, Auditor harus mengidentifikasi, 
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai 
untuk mencapai tujuan penugasan audit intern. 
c. Pelaporan  
Menurut Boynton (2003:354) tahap terakhir dari penugasan audit adalah 
melaporkan semua temuan yang didapat. Selanjutnya Boynton (2003:354) 
menjelaskan bahwa untuk memenuhi tanggung jawabnya atas pelaporan auditor 
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harus mempunyai pemahaman mendalam atas keempat standar pelaporan, 
mengetahui kata-kata yang tepat dalam laporan standar audit dan kondisi kondisi 
yang harus dipenuhi agar laporan itu dapat diterbitkan, memahami jenis jenis 
penyimpangan dari laporan standar serta situasi yang sesuai untuk setiap 
laporan, dan memahami pertimbangan pelaporan lain yang bersifat khusus. 
Perencanaan Audit merupakan hal yang vital dalam tahap audit. 
Perencanaan audit yang matang akan menentukan kelancaran audit. Menurut 
Bastian (2011:5), Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting bagi 
tersedianya bukti audit yang cukup dan kompeten untuk mendukung isi laporan 
audit. 
Kesalahan dalam perencanaan audit memberikan dampak pada 
penurunan kualitas audit kinerja secara keseluruhan. Kualitas audit yang baik 
akan berdampak pada reputasi dari organisasi. Oleh karena itu perencanaan 
audit harus memperoleh perhatian khusus bagi auditor. Menurut Arens 
(2014:246) ada tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan 
penugasan dengan tepat: 
a. untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan 
mencukupi pada situasi yang dihadapi, 
b. Untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, 
c. Untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. 
Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik 
mengevaluasi perencanaan audit kinerja pada program Jaminan Kesehatan 
Nasional terhadap standar audit intern pemerintah nomor 3200 tentang 
perencanaan penugasan audit intern. Penelitian diharapkan sebagai bahan 
masukan untuk memperbaiki kualitas audit.  
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Karena pentingnya perencanaan audit kinerja dalam menjamin 
keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka penulis tertarik 
mengambil judul penelitian “EVALUASI AUDIT KINERJA PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL DI BPKP”. 
Pada penelitian sebelumnya yang Evaluasi Terhadap Audit Kinerja Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau 
(Yulli Fithri Yanna HS, 2012) dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Terhadap Audit 
Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan 
Provinsi Riau telah sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara, 
kecuali pada pengujian terhadap peraturan perundang undangan yang signifikan 
dan pengalaman auditor yang belum memadai. 
Berikut adalah penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian 
yang dilakukan penulis 
Tabel 1.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 
Judul Standar audit yang dipakai 
Evaluasi Terhadap Audit Kinerja Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) Perwakilan 
Provinsi Riau (Yulli:2012) 
Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara 
Evaluasi Audit Kinerja Program Jaminan 
Kesehatan Nasional di BPKP 
Standar Audit Intern Pemerintah 
nomor 3200 tentang perencanaan 
penugasan audit intern 
1.2 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian terhadap evaluasi audit kinerja jaminan kesehatan masyarakat 
dilakukan dengan pembahasan dengan pembatasan lingkup sebagai berikut. 
a. Obyek penelitian adalah satuan pangawasan internal auditor yang terdapat 
pada BPKP Sulawesi Tenggara. 
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b. Mempersempit lingkup penelitian pada evaluasi penerapan perncanaan 
penugasan audit kinerja jaminan kesehatan nasional terhadap standar audit 
intern pemerintah Indonesia nomor 3200. 
c. Ruang lingkup penelitian meliputi Audit Program Jaminan Kesehatan 
Nasional khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu 
peserta PBI sesuai tujuan audit kinerja jaminan kesehatan nasional. 
d. Obyek penelitian meliputi Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional periode 
1 Januari s.d 31 Desember 2015 pelaksanaan program JKN pada 
Pemerintah Daerah, sebagai berikut: 
a) dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara. 
b) fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, poliklinik, rumah sakit 
bergerak, dan dokter praktek mandiri) 
c) rumah sakit rujukan  
1.3 Rumusan Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka 
permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. bagaimana prosedur perencanaan Audit Kinerja Jaminan Kesehatan 
Nasional? 
b. apakah perencanaan Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional telah 
sesuai Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia nomor 3200? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana audit kinerja jaminan kesehatan nasional pada Bidang 
Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara 
yang secara rinci diuraikan sebagai berikut: 
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a. Untuk Mengetahui Prosedur Perencanaan Audit Kinerja Jaminan Kesehatan 
Nasional. 
b. Untuk mengetahui keseuaian pelaksanaan perncanaan Audit Kinerja 
Jaminan Kesehatan Nasional dengan Standar Audit Internal Pemerintah 
Indonesia nomor 3200?. 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Penulis mengharapkan hasil penelitian berguna bagi pihak-pihak terkait 
sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan yang 
berkaitan dengan Audit Kinerja. 
b. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 
bagi Organisasi dalam rangka perbaikan pedoman audit kinerja. 
1.6 Sistematika Pembahasan 
Skripsi ini terdiri dari enam bab, dimana tiap-tiap bab tersebut akan berisi 
pembahasan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, ruang 
lingkup dan batasan penelitian, rumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang 
menggambarkan garis besar/pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori mengenai Audit Kinerja 
yang diambil dari literatur literatur yang relevan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah langkah penelitian 
secara operasional yang menyangkut rancangan penelitian, kehadiran peneliti, 
lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 
pengecekan validitas temuan,dan tahap-tahap penelitian.  
BAB IV PEDOMAN PERENCANAAN AUDIT KINERJA JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL 
Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil pengamatan 
penulis terhadap prosedur perencanaan Audit Kinerja Jaminan Kesehatan di 
BPKP 
BAB V  EVALUASI PERENCANAAN AUDIT KINERJA JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL  
Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang pengamatan penulis 
terhadap pelaksanaan perencanaan Audit Kinerja Jaminan Kesehatan. 
Kemudian melakukan evaluasi hasil evaluasi penulis terhadap proses 
perencanaan Audit Kinerja Jaminan Kesehatan pada Tim Audit Kinerja Program 
Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi 
Tenggara terhadap terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor 
3200. 
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab terakhir ini, penulis akan mengambil simpulan berdasarkan 
analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta mencoba memberikan 
saran-saran perbaikan yang dipandang perlu. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Pengertian Audit Pemerintahan 
Menurut Boynton (2003:504) auditing pemerintahan mencakup semua 
audit yang dilakukan oleh badan audit pemerintah serta semua audit atas 
organisasi pemerintahan. 
2.2 Jenis jenis Audit Pemerintahan 
Berdasar Standar Audit Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh AAIPI 
(2014:6), Lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah dikelompokkan, sebagai berikut: 
a. Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance), terdiri dari: 
1) Audit: 
(1) Audit Keuangan 
Kanaka, Mulyadi (1998:28) mendefinisikan Audit Laporan Keuangan 
adalah audit yang dilakukan auditor independen terhadap laporan keuangan 
yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran 
laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor 
independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya 
dengan prinsip akuntansi berterima umum. 
(2) Audit Kinerja 
Menurut Boynton (2003:506) Audit kinerja adalah pemeriksaan bukti yang 
objektif dan sistematis dengan tujuan memberikan penilaian yang independen 
atas kinerja suatu organisasi, program, aktifitas, atau fungsi pemerintah dalam 
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rangka memberikan informasi untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan 
memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak pihak yang bertanggungjawab 
mengawasi atau mengawali tindakan terkait. 
(3) Audit Dengan Tujuan Tertentu 
Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk 
memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit (Peraturan Menteri 
Pendayagunaan aparatur negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008) 
Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014:41) Audit 
Dengan Tujuan Tertentu merupakan audit selain audit keuangan dan selain audit 
terhadap aspek keuangan tertentu, diantaranya: 
i. Audit Ketaatan (Compliance Audit); 
ii. Audit Investigatif; 
iii. Audit atas Tindak Kecurangan/Fraud Audit; 
iv. Audit atas Kegiatan Melawan Hukum/Illegal Act Audit; 
v. Mengumpulkan Data dan/atau Informasi Intelijen; 
vi. Fraud Audit/Illegal Act Audit/Audit atas Tindak Kecurangan/KKN/Audit 
Forensik/Audit Investigatif (sebagai kelanjutan sebelumnya); 
vii. Memproses penyelesaian TP/TGR; 
viii. Melakukan Audit atas Berbagai Indikasi Pemborosan (waste, abuse); 
ix. Audit Khusus terhadap Adanya Pengaduan Masyarakat terkait 
Dugaan Penyimpangan Pemeriksaan terhadap Kasus Kehilangan 
Aset; 
x. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Memberikan 
Keterangan Ahli/Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli dalam 
Peradilan Kasus Hasil Pengawasan; 
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xi. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN); 
xii. Pemeriksaan dan Pengecekan atas Pengaduan Kasus Dugaan 
Penyimpangan; 
xiii. Memberikan Kesaksian dalam Peradilan Kasus Hasil Pengawasan 
Non Keuangan seperti Kasus Perceraian, Indisipliner Pegawai, dan 
Kasus Perselingkuhan; 
xiv. Audit atas Kepegawaian; 
xv. Audit atas Pengelolaan Aset; 
xvi. Mengkaji Sistem Pengendalian Manajemen Obyek Pengawasan; 
xvii. Pengendalian Intern terhadap Ketaatan Hukum dan Peraturan atas 
Proses Tender, Akuntansi, Hibah, Bantuan, dan Kontrak; 
xviii. Audit Ketaatan atas Hukum dan Peraturan; 
xix. Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, 
Kepegawaian, dan Aset; 
xx. Audit penyesuaian harga; 
xxi. Audit klaim; 
 
xxii. Pemeriksaan serentak; 
xxiii. Audit lingkungan; 
xxiv. Audit Sosial: audit bantuan kegiatan (misalnya: Bantuan Langsung 
Tunai/BLT); 
xxv.  Audit khusus dalam rangka serah terima jabatan (sertijab)/alih 
jabatan; 
xxvi. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; 
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xxvii. Audit atas catatan-catatan akuntansi intern (internal accounting 
records); 
xxviii. Audit buril, seperti: melaksanakan verifikasi, serta pengujian dan 
penilaian dokumen; 
xxix. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan sewaktu-waktu maupun 
pemeriksaan terpadu; 
xxx. Audit teknologi informasi (Information Technology Audit); 
xxxi. Audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan instansi 
tertentu; 
xxxii. Audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas pengendalian 
intern organisasi auditi (an Opinion on the Internal Control in the 
Charity); 
xxxiii. Audit atas Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); 
xxxiv. Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan; 
xxxv. Pemeriksaan dokumen legalisasi data; 
xxxvi. Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti Visa 
on Arrival; 
xxxvii. Audit untuk tujuan tertentu lainnya, seperti: telaah staf atas 
penelaahan usulan hukuman disiplin; keberatan hukuman disiplin, 
dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang. 
2) Evaluasi 
Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014:43) kegiatan 
evaluasi meliputi: 
i. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas proses tata kelola; 
ii. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko; 
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iii. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem 
pengendalian intern; 
iv. Evaluasi atas efektivitas suatu program; 
v. Evaluasi Kelembagaan; 
vi. Evaluasi Kebijakan; 
vii. Evaluasi Strategi Pelaksanaan Kegiatan; 
viii. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 
3) Reviu 
Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014:43) kegiatan 
reviu meliputi: 
i. Reviu atas Laporan Keuangan; 
ii. Reviu atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
iii. Reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA); 
iv. Reviu atas usulan revisi yang mengubah plafon anggaran; 
v. Reviu atas aspek keuangan tertentu; 
vi. Reviu aspek kinerja tertentu; 
vii. Reviu periodik atas pengelolaan keuangan; 
viii. Reviu atas aspek tertentu penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan; 
ix. Reviu atas hasil kajian pengawasan tertentu. 
4) Pemantauan/Monitoring 
Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014:43) kegiatan 
pemantauan meliputi: 
i. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; 
ii. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan; 
iii. Pemantauan Realisasi Penyerapan Anggaran; 
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iv. Pemantauan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah; dan 
v. Monitoring Dana Dekonsentrasi; 
vi. Pemantauan persidangan perkara pidana. 
b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas 
(kegiatan consulting), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi. 
2.3 Audit Kinerja 
Boynton (2002:506) mendefinisikan audit kinerja adalah pemeriksaan 
bukti yang objektif dan sistematis dengan tujuan memberikan penilaian yang 
independen atas kinerja suatu organisasi, program aktifitas, atau fungsi 
pemerintah dalam rangka memberikan informasi untuk meningkatkan 
akuntabilitas publik dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak pihak 
yang bertanggungjawab mengawasi dan mengawali tindakan kolektif.  
Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014:4) Audit 
Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang 
terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta 
ketaatan pada peraturan. 
Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit kinerja memiliki 
tiga elemen dasar: 
a. Melakukan audit aspek ekonomi dan efisiensi 
b. Memberikan informasi dalam pengambilan keputusan 
c. Melakukan audit atas aspek efektifitas 
d. Melakukan audit ketaatan terhadap peraturan yang berlaku 
2.4  Pembagian Audit Kinerja 
Menurut Bastian (2011:40) Audit Kinerja dibagi: 
a. Audit Ekonomi dan Efisiensi 
14 
 
 
 
Boynton (2003:505) menjelaskan audit ekonomi dan efisiensi mencakup 
penentuan: 
a) Apakah entitas telah memperole, melindungi, dan menggunakan 
sumber dayanya (seperti personil, property, dan ruang) secara 
ekonomis dan efisien, 
b) Penyebab inefisiensi atau praktik yang tidak ekonomis, serta 
c) Apakah entitas sudah mematuhi hukum dan peraturan yang 
berkaitan dengan masalah kehematan dan efisiensi. 
Selanjutnya menurut Bastian (2011:40) Audit Ekonomi dan Efisiensi 
dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: 
a) Mengkuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat 
b) Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai 
dengan kebutuhan dan dengan biaya yang wajar. 
c) Melindungi dan memelihara semua sumber daya Negara yang ada 
secara memadai 
d) Menghindari duplikasi pekerjaandan kegiatan yang tanpa tujuan atau 
kurang jelas tujuannya. 
e) Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang 
berlebihan 
f) Menggunakan prosedur kerja yang efisien 
g) Menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) secara 
optimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan 
kuantityas dan kualitas yang baik serta tepat waktu 
h) Mematuhi persyaratan perundang undangan yang berkaitan dengan 
perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara 
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i) Telah memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai 
untuk mengukur, melapor, serta memantau kehematan dan efisiensi 
pelaksanaan program 
Telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan 
mengenai penghematan dan efisiensi. 
b. Audit Program 
Menurut Bastian (2011:40) Audit program mencakup penentuan atas: 
a) Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang 
telah ditetapkan oleh undang undang atau badan lain yang 
berwenang. 
b) Efektifitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau 
fungsi instansi yang bersangkutan 
c) Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan. 
Whittington dan Pany (2008:547) menjelaskan: 
“Program Audits include determining: 
a) The extent to which the desired results of benefits established by the 
legislature or other authorizing body are being achieved; 
b) The effectiveness of organizations, programs, activities, or functions; 
c) Wether the agency has complied with the laws and regulations 
applicable to the program.” 
2.5 Pengertian efektifitas dan Peran Audit Efektifitas 
Menurut Ulum (2012:28) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 
organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 
tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektifitas tidak 
melihat biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya 
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melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang 
ditetapkan.  
Menurut Bastian (2011:40) Audit program mencakup penentuan atas: 
a. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang 
telah ditetapkan oleh undang undang atau badan lain yang 
berwenang. 
b. Efektifitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau 
fungsi instansi yang bersangkutan 
c. Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan 
Menurut Mahmudi (2005:203) dalam melakukan audit kinerja auditor akan 
mempertimbangkan hal sebagai berikut:  
a. menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, 
apakah sudah memadai dan tepat;  
b. menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan;  
c. menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara 
terpisah;  
d. mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang 
baik dan memuaskan;  
e. menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif 
untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil 
yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah;  
f. menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-
tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait;  
g. mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut 
dengan lebih baik;  
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h. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk program tersebut;  
i. menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup 
memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat 
efektivitas program;  
j. menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah 
dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. 
Dari penjelasan diatas secara umum peran audit kinerja adalah: 
1. Efektifitas program yang terdiri dari: 
a. Adanya alat ukur kinerja yang dikeluarkan oleh undang undang 
atau badan lain yang berwenang. 
b. menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah 
berjalan, apakah sudah memadai dan tepat;  
c. menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang 
diinginkan;  
d. menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara 
terpisah;  
e. mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja 
yang baik dan memuaskan;  
f. menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan 
alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat 
memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih 
rendah;  
g. menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, 
tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang 
terkait;  
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h. mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut 
dengan lebih baik;  
i. menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup 
memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat 
efektivitas program; 
2. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk program tersebut;  
3. menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah 
dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. 
2.6 Perencanaan Audit 
Menurut Bastian (2011:4), langkah langkah dalam proses audit: 
a. Perencanaan 
Menurut Robertson dan Davis (1985:192) menggambarkan perencanaan 
audit sebagai berikut: 
”Audit planning involves developed an overall audit strategy for the 
conduct, organization and staffing of the audit. The nature, timing, and extend of 
planning vary by characteristics the company being audited and the auditors’ 
experience whit that company. Certainly the planning of the audit of new client is 
ordinarily more difficult. But, for all audits, planning begins very early in process 
and iterative in that it continuous throughout the audit as auditor’s modify planned 
procedures in response to circumstances identified throughout the audit” 
b. Pelaksanaan 
Menurut Standar Audit Internal Pemerintan Indonesia nomor 3300 
mengenai pelaksanaan audit internal, Auditor harus mengidentifikasi, 
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai 
untuk mencapai tujuan penugasan audit intern. 
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c. Pelaporan  
Menurut Boynton (2003:354) tahap terakhir dari penugasan audit adalah 
melaporkan semua temuan yang didapat. Selanjutnya Boynton (2003:354) 
menjelaskan bahwa untuk memenuhi tanggung jawabnya atas pelaporan auditor 
harus mempunyai pemahaman mendalam atas keempat standar pelaporan, 
mengetahui kata-kata yang tepat dalam laporan standar audit dan kondisi kondisi 
yang harus dipenuhi agar laporan itu dapat diterbitkan, memahami jenis jenis 
penyimpangan dari laporan standar serta situasi yang sesuai untuk setiap 
laporan, dan memahami pertimbangan pelaporan lain yang bersifat khusus   
Perencanaan Audit merupakan hal yang vital dalam tahap audit. 
Perencanaan audit yang matang akan menentukan kelancaran audit. Menurut 
Bastian (2011:5) Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting bagi 
tersedianya bukti audit yang cukup dan kompeten untuk mendukung isi laporan 
audit.  
Herry (2016:110) menjelaskan untuk dapat membuat perencanaan audit 
secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya 
agar dapat mengidentifikasi kejadian, transaksi, dan praktek yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan klien. Messier, Glover dan 
Prawitt (2014:180) memberi penjelasan bagaimana memahami klien sebagai 
berikut:  
“Auditor must be obtain a good working knowledge of an audit clients 
business and its environment if they are to design effective audit. An 
understanding of the client and it’s environment encompasses: 
a. The nature of the client, including the client’s application of accounting 
policies. 
b. The industry, regulatory, and other external factors affecting the client. 
c. The client’s objectives and strategies and related business risks. 
d. Method used by the client to measure and review performance. 
e. The client’s internal control” 
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Menurut Arens (2014:246) ada tiga alasan utama mengapa auditor harus 
merencanakan penugasan dengan tepat: 
a. Untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan 
mencukupi pada situasi yang dihadapi. 
b. Untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. 
c. Untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. 
Menurut Bastian (2011:5) proses perencanaan audit di sektor publik pada 
umumnya meliputi tahap tahap: 
a. Pemahaman atas sistem akuntansi sektor publik 
b. Penentuan tujuan dan lingkup audit 
c. Melakukan penilaian resiko 
d. Penyusunan rencana audit 
e. Penyusunan program audit 
Jaafar (2008:99) menyatakan Auditor internal harus mengembangkan 
dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup 
ruang lingkup, sasaran, waktu, dan alokasi sumberdaya 
2.7 Standar Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional 
Pedoman Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Mengacu pada 
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh AAIPI. Standar 
Audit Intern pemerintah Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 
PRINSIP-PRINSIP DASAR 
1000 Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP 
1100 Independensi dan Objektivitas 
1200  Kepatuhan terhadap Kode Etik 
STANDAR UMUM 
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2000 Kompetensi dan Kecermatan Profesional 
2100 Kewajiban Auditor  
2200 Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas 
STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERN 
3000 Mengelola Kegiatan Audit Intern 
3100 Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern 
3200 Perencanaan Penugasan Audit Intern 
3300 Pelaksanaan Penugasan Audit Intern 
STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN 
4000 Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern 
4100 Pemantauan Tindak Lanjut 
2.8 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor 3200 
Berikut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor 3200 mengenai 
perencanaan penugasan audit: 
3200 Perencanaan Penugasan Audit Intern 
Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk 
setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi 
sumber daya penugasan. 
30. Rencana penugasan audit intern dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan 
audit intern tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif. 
31. Dalam merencanakan penugasan audit intern, auditor menetapkan sasaran, 
ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Selain itu, auditor perlu 
mempertimbangkan berbagai hal termasuk sistem pengendalian intern dan 
ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan 
ketidakpatutan (abuse). 
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32. Auditor harus mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan audit 
intern. 
3210 - Pertimbangan dalam Perencanaan 
Dalam merencanakan penugasan audit intern, Auditor harus 
mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan 
ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, 
kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). 
33. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah: 
a. laporan hasil audit intern sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi 
yang material dan berkaitan dengan sasaran audit intern yang sedang 
dilaksanakan; 
b. sasaran audit intern dan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk 
mencapai sasaran audit intern tersebut; 
c. kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi auditi, program, 
aktivitas, atau fungsi yang diaudit; 
d. sistem pengendalian intern auditi, termasuk aspek-aspek penting 
lingkungan tempat beroperasinya auditi; 
e. pemahaman tentang hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik 
antara auditor dengan auditi, dan manfaat audit intern bagi kedua pihak; 
f. pendekatan audit intern yang paling efisien dan efektif; dan 
g. bentuk, isi, dan pengguna laporan hasil audit intern. 
34. Ketika merencanakan penugasan audit intern yang melibatkan pihak luar 
APIP, auditor harus menetapkan pemahaman secara tertulis dengan mereka 
tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing, dan harapan 
lainnya, termasuk pembatasan distribusi hasil penugasan audit intern dan 
akses ke catatan penugasan. 
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35. Auditor harus membangun pemahaman dengan klien penugasan consulting 
tentang sasaran, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing, dan harapan 
klien lainnya. Untuk penugasan yang signifikan, pemahaman ini harus 
didokumentasikan. 
3220 - Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Alokasi 
Sumber Daya 
Dalam membuat rencana penugasan audit intern, Auditor harus 
menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya.  
Sasaran 
36. Sasaran untuk penugasan audit adalah untuk menilai bahwa auditi telah 
menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping 
itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem 
pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). 
37. Sasaran penugasan Consulting harus memberikan nilai tambah pada tata 
kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai 
batas yang disepakati dengan klien. 
38. Sasaran penugasan Consulting harus konsisten dengan nilai-nilai APIP, 
strategi, dan sasarannya. 
Ruang Lingkup 
39. Agar sasaran audit tercapai, maka auditor harus menetapkan ruang lingkup 
penugasan yang memadai. Ruang lingkup audit meliputi aspek keuangan dan 
operasional auditi. Oleh karena itu, auditor akan memeriksa semua buku, 
catatan, laporan, aset maupun personalia untuk memeriksa kinerja auditi pada 
periode yang diperiksa. 
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40. Dalam melakukan penugasan consulting, auditor harus memastikan bahwa 
lingkup penugasan cukup untuk sasaran yang disepakati. Jika auditor 
mengembangkan syarat tertentu tentang ruang lingkup saat penugasan, 
syarat ini harus dibicarakan dengan klien untuk menentukan apakah akan 
melanjutkan dengan penugasan  
41. Selama penugasan consulting, auditor harus mengatasi pengendalian yang 
konsisten dengan sasaran penugasan dan waspada terhadap masalah 
pengendalian yang signifikan. 
Metodologi 
42. Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah 
ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit yang meliputi antara  
lain: 
a. penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit intern 
tertentu; 
b. penetapan jumlah bukti yang akan diuji; 
c. penggunaan teknologi audit intern yang sesuai seperti teknik sampling dan 
pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern; 
d. pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. perancangan prosedur audit intern untuk mendeteksi terjadinya 
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kecurangan dan, ketidakpatutan (abuse). 
Alokasi Sumber Daya 
43. Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran 
dalam penugasan audit intern. Penugasan Auditor harus didasarkan pada 
evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan 
ketersediaan sumber daya. 
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44. Audit harus dilaksanakan oleh sebuah tim yang secara kolektif harus 
mempunyaikompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan audit intern. 
Oleh karena itu, pimpinan APIP harus mengalokasikan Auditor yang 
mempunyai latar belakang pendidikan formal, pengetahuan, keahlian dan 
keterampilan, kompetensi lain serta pengalaman sesuai dengan kebutuhan 
audit. 
3230 - Program Kerja Penugasan 
Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja 
penugasan untuk mencapai tujuan penugasan. 
45. Program kerja penugasan audit intern harus mencakup prosedur untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 
informasi selama penugasan, termasuk metodologi yang digunakan, misalnya 
audit berbasis teknologi dan teknik sampling. Program kerja penugasan harus 
direviu dan disetujui sebelum pelaksanaannya, dan setiap penyesuaian harus 
mendapat persetujuan segera. 
46. Program kerja untuk penugasan consulting dapat bervariasi dalam bentuk dan 
isi tergantung pada sifat penugasan. 
3240 - Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern 
Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan 
menguji penerapannya serta memberikan rekomendasi yang diperlukan 
47. Auditor harus mempunyai pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi 
dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian 
intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Pemahaman atas 
rancangan sistem pengendalian intern digunakan untuk menentukan saat dan 
jangka waktu serta penentuan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan 
26 
 
 
 
audit intern. Oleh karena itu, auditor harus memasukkan pengujian atas 
sistem pengendalian intern auditi dalam prosedur audit internnya. 
48. Pemahaman atas sistem pengendalian intern dapat dilakukan melalui 
permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan dokumen, atau 
mereviu laporan pihak lain. 
3250 - Evaluasi atas Ketidakpatuhan Auditi terhadap Peraturan 
Perundangundangan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan (Abuse) 
Auditor harus merancang audit internnya untuk mendeteksi adanya 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan 
ketidakpatutan (abuse). 
49. Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan 
dua faktor berikut: rumitnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud 
dan masih barunya peraturan perundang-undangan tersebut. 
50. Auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (fraud) yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit intern. Faktor-faktor 
terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor adalah keinginan 
atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, 
kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau 
alasan seseorang untuk melakukan kecurangan. 
51. Ketidakpatutan (abuse) bisa terjadi tetapi tidak ada pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan. Auditor harus mempertimbangkan risiko 
terjadinya ketidakpatutan (abuse) yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap tujuan audit intern. Meskipun demikian, auditor harus 
mempertimbangkan secara hati-hati karena terjadinya ketidakpatutan (abuse) 
ini bersifat subjektif. 
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52. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk mendeteksi 
kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Dalam kondisi tertentu, 
Auditor, sesuai mekanisme intern APIP, diwajibkan untuk melaporkan indikasi 
terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse) ini kepada pihak-pihak tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
2.9 Sistem Pengendalian Internal 
Roomney dan Steinbart (2015:216) menjelaskan: 
“Internal controls are the processes implemented to provide reasonable 
assurance that the following control objectifs are achieved: 
a. Safeguard assets: prevent or detect their unauthorized acquisition, 
use, or disposition. 
b. Maintain records insufficient detail to report company assets 
accurately and fairly. 
c. Provide accurate and reliable information. 
d. Prepare financial reports in accordance with established criteria. 
e. Promote and improve operational efficiency. 
f. Encourage adherence to prescribed managerial policies. 
g. Comply with applicable laws and regulations” 
Menurut Tuanakotta (2016:275) mencatat sedikitnya ada empat definisi 
pengendalian internal: 
a. Definisi umum sebelum September 1992 
Pengendalian intern adalah kondisi yang diinginkan, atau 
merupakan hasil, dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas 
untuk mencegah dan menimbulkan efek jera terhadap fraud. 
b. Definisi oleh COSO (the Committee of Sposoring Organizations of the 
Treadway Commission) 
Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan 
dilaksanakan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan 
kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif 
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dan efisien, keandalan laporan keuangan,dan kepatuhan terhadap 
undang undang dan peraturan relevan lainnya. 
c. Definisi oleh AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants) 
Untuk tujuan audit laporan keuangan, struktur pengendalian 
internal suatu entitas terdiri dari tiga unsur: lingkungan pengendalian, 
sistem akuntansi, dan prosedur prosedur pengendalian. 
d. Definisi dari sisi pencegahan fraud 
Pengendalian internal adalah suatu sistem dengan proses dan 
prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan 
utama, kalau bukan satu satunya tujuan, untuk mencegah dan 
menghalangi (dengan membuat jera) terjadinya fraud. 
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan 
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
Definisi Sistem Pengendalian Internal yang diungkapkan oleh Peraturan 
Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 mempunyai empat aspek: 
a. Kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai tercapai tujuan secara efektif dan 
efisien. 
b. Keandalan pelaporan keuangan. 
c. Pengamanan aset 
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d. Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. 
Selanjutnya elemen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah 
nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari 
a. lingkungan pengendalian 
Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif 
untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, 
melalui: 
a) penegakan integritas dan nilai etika; 
b) komitmen terhadap kompetensi; 
c) kepemimpinan yang kondusif; 
d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan sumber daya manusia; 
g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang 
efektif; dan 
h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
b. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang 
dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 
c. Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian membantu 
memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah 
dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam 
pencapaian tujuan organisasi. 
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d. Informasi dan komunikasi 
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi 
Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam 
suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga 
memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan 
pengendalian dan tanggung jawabnya. 
e. Pemantauan 
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu 
dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat 
segera ditindaklanjuti.. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Analisis data bersifat induktif/kualitatif,dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 
Sugiyono (2010:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan 
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti gejala yang bersifat holistik 
terkait situasi sosial yang meliputi aspek lokasi, pelaku, dan aktivitas yang 
berinteraksi secara sinergis dimana posisi peneliti sebagai instrumen kunci.  
Sebagai gambaran, jika dituangkan dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai 
berikut: 
Gambar 1 
Kerangka Konseptual Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluasi 
Simpulan Penelitian 
Satandar Audit Internal 
Pemerintah Indonesia 
Nomor 3200 
Pelaksanaan Audit Kinerja 
berupa wawancara, KKA 
dan Laporan Audit 
Kesenjangan 
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3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. 
Penulis menyiapkan sendiri pertanyaan pertanyaan yang relevan dengan tujuan 
penelitian yang disesuaikan dengan teori teori yang digunakan dalam penelitian 
ini. 
3.3 Lokasi Penelitian 
Yang menjadi lokasi penelitian adalah Unit Audit Internal pada Bidang 
Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara. 
3.4 Jenis Data, Sumber Data dan Cara Pemerolehan Data 
Pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari 
kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data di lapangan sebagai berikut: 
1) Pengumpulan Data Dokumen 
Dokumen adalah setip bahan tertulis tentang tindakan, pengalaman dan 
kepercayaanya (Moleong, 2010:216). Data dokumen yang berasal dari, dokumen 
FGD, Pedoman Audit, peraturan peraturan terkait dan Kertas Kerja Audit yang 
menjadi dasar audit kinerja Jaminan Kesehatan Nasional. 
Menurut Yin (2014:104) penggunaan dokumen paling penting adalah 
mendukung dan menambah bukti dari sumber sumber lain yaitu: 
a. Dokumen membantu penverifikasi ejaan, judul dan nama yang benar dari 
organisasi organisasi yang disinggung dalam wawancara. 
b. Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung 
informasi dari sumber sumber lain, jika bukti documenter, bertentangan 
dan bukannya mendukung. Peneliti mempunyai alasan untuk meneliti 
lebih jauh topic yang bersangkutan. 
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c. Inferensi dapat dibuat dari dokumen dokumen. 
2) Observasi 
Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 
sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan 
peneliti untuk merasakan apa yang diraaskan dan dihayati oleh subjek sehingga 
peneliti memungkinkan untuk menjadi sumber data (Moleong, 2010:175). 
3) Wawancara Mendalam 
Tahap pemerolehan data primer selanjutnya dilakukan melalui 
wawancara yang dilakukan pada personel kunci yang memiliki pemahaman yang 
memadai terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang 
digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiyono, jenis 
wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana 
pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 
Tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih 
terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 
4) Triangulasi 
Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 
diperoleh. Tujuan triangulasi adalah menguji kredibilitas data, membuat 
kesimpulan baru ataupun memperkuat data/kesimpulan yang sudah ada. 
3.5 Metode Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2010:91) bahwa analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas. Langkah-
langkah analisis data model Miles and Huberman adalah sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
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Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan berfokus 
pada hal-hal yang penting, kemudian menemukan tema dan polanya. Data yang 
terreduksi akan membantu peneliti lebih mudah melakukan pengumpulan data 
selanjutnya. Proses ini menggunakan software Microsoft Excel untuk membantu 
mengelompokkan hal-hal pokok ke dalam kode pada aspek-aspek yang relevan 
untuk digunakan dalam proses selanjutnya. 
b. Penyajian Data 
Tahap kedua analisis data adalah penyajian data untuk memudahkan 
peneliti memahami kondisi serta permasalahan yang dijumpai dalam penelitian. 
Selain dalam bentuk teks naratif, penyajian data kualitatif juga dapat 
menggunakan grafik, matriks dan chart untuk membantu penulis mengidentifikasi 
data yang relevan dalam penarikan simpulan. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Tahapan akhir analisis data adalah proses penarikan simpulan dan 
verifikasi. Penarikan simpulan hasil penelitian seharusnya didukung bukti yang 
valid dan konsisten agar mendukung kesimpulan yang disajikan dalam laporan 
penelitian. 
3.6 Validitas Penelitian 
Pengecekan validitas data pada penelitian ini menggunakan metode 
trianggulasi. Sugiyono (2010:125) mengungkapkan bahwa tujuan triangulasi 
adalah menguji kredibilitas data, membuat kesimpulan baru ataupun 
memperkuat data/kesimpulan yang sudah ada. Trianggulasi melibatkan uji 
dokumen sumber berupa KKA, untuk membangun sebuah dugaan atau lebih. 
Kemudian dibandingkan dengan teori dan pedoman yang ada untuk 
menyediakan verifikasi.  
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3.7 Tahap Tahap Penelitian 
Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah memperoleh 
Pedoman Audit Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku di BPKP. Setelah 
memperoleh pedoman dan SOP Audit, kemudian memperoleh gambaran awal 
terkait proses implementasi perencanaan audit yang dilaksanakan oleh Unit 
Audit Internal Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat BPKP Perwakilan 
Sulawesi Tenggara. 
Setelah didapat gambaran awal, diteruskan dengan wawancara 
mendalam kepada auditor di lingkungan Bidang Pengawasan Akuntan Negara 
untuk memperoleh gambaran pelaksanaan perencanaan audit kinerja Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat BPKP 
Perwakilan Sulawesi Tenggara.  
Setelah diperoleh gambaran proses audit di Bidang Pengawasan Instansi 
Pemerintah Pusat, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kesenjangan 
dengan membandingkan proses audit tersebut dengan Pedoman Audit BPKP. 
Hasil analisis akan diperkuat dengan dokumen berupa KKA dan Laporan Audit 
Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan evaluasi audit kinerja program jaminan kesehatan masyarakat 
di kabupaten kolaka utara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagai 
berikut. 
a. Pedoman audit kinerja berisi mengenai Dasar Audit, Tujuan Audit, 
Sasaran dan Ruang Lingkup Audit, Objek Audit Kinerja JKN, Standar 
audit, Metodologi Audit, Teknik Perolehan data, Metode Sampling, 
Penilaian Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional, dan Langkah Kerja Audit. 
Penilaian kinerja dibuat dalam format Integrated Performance Model (IPM) 
yang memuat tiga indikator yang memuat 25 sub-indikator kinerja Program 
Jaminan Kesehatan nasional. 
b. Audit yang dilakukan oleh Tim Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan 
Nasional Kabupaten Kolaka Utara telah sesuai dengan pedoman audit 
Jaminan Kesehatan Nasional kecuali dalam poin penilaian terhadap 
Sistem Pengendalian Intern, pengujian kepatutan dan kompetensi auditor. 
6.2 Saran 
a. Alokasi waktu harus diperbanyak agar auditor dapat merencanakan uji 
kepatutan. 
b. Perencanaan pengujian SPI harus didokumentasikan dalam PKA 
 
6.3 Keterbatasan 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengobservasi 
langsung proses pelaksanaan audit kinerja Program Jaminan Kesehatan 
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Nasional sehingga peneliti tidak dapat memastikan kesesuaian hasil wawancara 
dengan proses Audit secara aktual dan mendetail di lapangan. 
Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kesesuaian penerapan 
pelaksanaan audit kinerja dengan pedoman pelaksanaan audit kinerja. Dari 
penelitian yang dilakukan peneliti tidak tertutup kemungkinan banyak kekurangan 
dan kelemahan. Hal tersebut dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. 
Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian ketika audit telah berlangsung 
sehingga didapat gambaran yang lebih mendetail dan akurat. 
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